PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN





 BAB III  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan Penulis pada bab sebelumnya, maka 
Penulis menarik kesimpulan dari hasil wawancara ialah: 
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana 
yaitu berupa : 
a. Pendampingan, dan 
b. Penempatan di shelter atau rumah aman. 
Pendampingan korban dapat dilakukan oleh orang tua atau dinas sosial yaitu 
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 
berkerjasama dengan pihak Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Sleman. 
2. Hambatan yang dialami oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 
PerempuanDan Anak (P2TP2A) dan Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) 
seperti korban yang tidak fokus, takut, trauma, dan merasa terancam sehingga 









Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis menyarankan: 
1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
di lembaga sosial dan aparat penegak hukum harus dipahami benar dan 
dilaksanakan secara optimal. Hal ini dengan memberikan perlindungan bagi 
korban yang memerlukan perlindungan hukum yang dapat menjadi 
penunjang bagi korban untuk dapat menikmati hak-haknya hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Adanya rumah aman atau shelter hendaknya dibuat dengan 
suasana anak-anak agar anak tidak merasa asing pada saat berada di dalam 
ruangan begitu juga dengan harus memiliki ruang diskusi tersendiri bagi 
anak. 
2. Hendaknya Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan Dan 
Anak (P2TP2A) dan Perlindungan Perempuan Dan Anak perlu dibekali 
pemahaman tentang anak agar lebih mengerti karakter anak, sifat anak dan 
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